BAB I

PENDAHULUAN

1.
Latar Belakang Masalah 



Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak Yayasan yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, bahkan TNI dan POLRI yang bergerak dalam banyak kegiatan usaha bahkan banyak yang cenderung masuk dalam dunia usaha yang bersifat komersial. Yayasan-yayasan tersebut dapat menimbulkan kerancuan, karena pendiri yayasan tersebut pada umumnya memanfaatkan fasilitas pemerintah atau negara, baik dalam bentuk sarana, prasarana, maupun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mendirikan yayasan tersebut. 




Pada saat itu, Yayasan banyak digunakan atau melakukan kegiatan yang sulit dibedakan dengan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Bahkan pada waktu itu yang namanya yayasan menikmati fasilitas baik melalui kebijakan pemerintah maupun peraturan perundang undangan. Sebagai contoh antara lain, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 333/KMK 011/1978 tanggal 30 Agustus 1978,5% dari keuntungan bersih bank- bank milik negara diserahkan kepada Yayasan Dharmais dan Yayasan Supersemar. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995, “menghimbau” agar wajib pajak baik perusahaan maupun pribadi yang 
berpenghasilan di atas seratus juta rupiah (Rp l00.000.000,00), menyumbang-kan  dari labanya sebesar 2% untuk diserahkan kepada Yayasan Dana Sejahtera  Mandiri. Kemudian dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996, dari sifat “himbauan” berubah menjadi kewajiban. Demikian pula, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor: S.184/MK.04/1995 tanggal 23   Juni 1995, berisikan pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% atas bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Batik Indonesia milik Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. 



Sisi negatif lain mengenai yayasan ini, yaitu dengan adanya yayasan yang kemudian menjadi semacam “holding company” yang banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui kegiatan berbagai badan usaha yang dibentuk oleh yayasan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan, yayasan menjadi semacam “payung” untuk menyiasati atau merekayasa dalam konotasi negatif bentuk bentuk aktivitas bukan lagi bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Hal ini, tidak hanya menimbulkan kerugian yang berkaitan dengan masalah pajak maupun pendapatan negara melainkan juga menyinggung masalah pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat (faitness), serta dapat dianggap merusak sistem dunia usaha yang dibangun melalui regulasi yang dilandasi oleh etika bisnis yang sehat dan jujur. 



Saat itu, yayasan didirikan hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yuris prudensi. Namun tidak diragukan lagi bahwa yayasan sebagai badan hukum sudah diakui oleh pemerintah dan masyarakat, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penertiban pendirian dan kegiatan yayasan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan), yang disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan     mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 6 Agustus 2002. Namun dalam perkembangannya, undang-undang tersebut belum menampung seluruh     kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta masih terdapat    beberapa subtansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka ter-       hadap undang-undang yayasan tersebut diadakan perubahan dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (yang selanjutnya disebut dengan isilah Undang-Undang Yayasan). 



Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut bersifat menambah dan mengurangi (amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 maka penyebutan istilah Undang-Undang Yayasan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai satu kesatuan. 



Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan dijelaskan : Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk “berlindung dibalik status badan hukum yayasan”, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah pengembangan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas Yayasan. Selanjutnya dijelaskan, bahwa undang-undang yayasan mi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan,menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. 




Latar belakang ditetapkannya undang-undang yayasan ini, sebenarnya juga didasarkan suatu keinginan untuk menertibkan yayasan-yayasan yang semula didirikan oleh pemerintah dan kemudian dipimpin oleh mantan pejabat Orde Baru, seperti yayasan-yayasan yang dikendalikan oleh mantan Presiden Soeharto, yang ditengarai sebagai sarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), misalnya Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Yayasan Dharmais, Yayasan Supersemar, dan sebagainya. 




Dalam praktek yang lain, seringkali yayasan digunakan untuk “menyembunyikan” harta para pendirinya karena hal ini diatur dalam anggaran dasarnya, adanya anggota pengurus yang abadi, pendiri yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan abadi. Masalah tersebut belum dapat diselesaikan secara hukum, karena belum ada hukum positif mengenai Yayasan sebagai landasan yuridisnya. 

2. 
Rumusan Masalah 


Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalahnya adalah: 


a. 
Bagaimanakah kedudukan Yayasan sebagai Entitas Hukum Privat? 


b. Bagaimana pertanggungjawaban Yayasan sebagai entitas hukum privat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum di masyarakat? 
3.
Penjelasan Judul 

Asal mula Yayasan. 



Asal mula bentuk yayasan klasik yang dikenal di negara Belanda hanya satu lembaga yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang idiil khususnya untuk tujuan sosial. Namun, pada pertengahan ahad ke XX bentuk lembaga hukum ini mulai banyak dipergunakan pula untuk tujuan di luar bidang sosial, yang kemudian memasuki pula lapangan perusahaan yang pada hakekatnya mempunyai tujuan komersial, bahkan untuk kepentingan badan-badan publik mengambil bentuk yayasan, seperti Stichting Drinkwater Lei-ding WeelUtrecht, yang didirikan di propinsi Utrecht pada tahun 1925.




Fenomena yang timbul, banyak penyalahgunaan dan pelarian kepada bentuk Yayasan yang mestinya harus menggunakan bentuk perseroan terbatas, sehingga timbul yayasan yang ada merupakan suatu perseroan terbatas “terselubung”. Berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan umum, agar tidak terjadi ketidakpastian hukum mengenai Yayasan, maka negeri Belanda telah mengatur yayasan ke dalam “Wet op Stichting” tgl 31 Mei 1956 Stbl.327, yang kemudian berkali-kali telah mengalami perubahan dengan “Wet” 9 Desember 1959 Stbl.450 dan “Wet” tanggal 13 Juni 1963 Stbl.284, serta “Wet” tanggal 10 Juli 1963 StbL297.
 

Yayasan di Indonesia. 



Fenomena ini, barang kali mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Yayasan yang sudah tumbuh dan berkembang sejak masa pemerintahan Hindia Belanda  yang dikenal dengan “Stichting” dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan pribadi, maupun sekelompok orang. Yayasan di Indonesia, antara lain dapat disebutkan beberapa macam yayasan, yaitu:

a. 
Yayasan yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial semata-mata, tanpa sama sekali terkandung pengejaran keuntungan. Misalnya, yayasan kegiatan sosial (untuk pemeliharaan/ penyelenggaraan anak-anak yatim piatu, dan orang-orang tua terlantar), yayasan keagamaan (masjid/musholla), yayasan kemanusiaan pemakaman/ penguburan) dan lain-lain. Biasanya untuk jenis yayasan ini, biaya operasionalnya untuk pengumpulan harta kekayaan dilakukan dengan cara memperoleh sumbangan dan masyarakat (donatur),   baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat insidentil. Ini merupakan bentuk Yayasan Sosial murni atau non komersial. 

b.
Yayasan yang digunakan untuk tujuan penyelenggaraan sekolah-sekolah/pendidikan, pemeliharaan kesehatan/ poliklinik-poliklinik    pengobatan  yang  didirikan  oleh  sekelompok  orang  atau  yang  masih  dalam hubungan keluarga yang mempunyai kemampuan finansial. Pendanaan untuk operasional kegiatannya, awalnya menggunakan dananya sendiri, yang kemudian dana selanjutnya diperoleh dari dana anak didik (biaya masuk,   biaya pendaftaran, biaya SPP dan sebagainya), ataupun dana pasien yang berobat. Dengan harapan pemasukan dan dana-dana masyarakat ini   mencukupi untuk biaya operasionalnya, bahkan diharapkan ada kelebihan/surplus sebagai keuntungan pemilik (pendiri/pengurus) yayasan meskipun dalam anggaran dasarnya disebutkan tidak mencari keuntungan. Sehingga yayasan tersebut pada hakekatnya sebagai perusahaan terselubung, merupakan Yayasan Sosial tidak murni yang bersilat komersial. 

c. 
Yayasan yang lebih banyak mendekati bentuk Koperasi, yaitu yayasan yang membantu kesejahteraan di bidang materiil (ekonomi). Terdapat dalam suatu kelompok kecil dalam masyarakat, seperti kelompok masyarakat pedagang. Biasanya pada bentuk yayasan semacam ini, bergerak di bidang penyaluran usaha-usaha “perusahaan perdagangan”.

d.
Yayasan Keluarga, yaitu: 


1) 
Yayasan didirikan oleh keluarga-keluarga orang cina cina kaya masa lampau, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaannya sebagai   harta kekayaan Yayasan. Dibentuknya yayasan ini, biasanya agar dengan “hasil” yang diperoleh dari harta kekayaan yang dipisahkar ini, misal hasil dari sewa rumah yang dijadikan harta yayasan ini, dapat dipergunakan untuk membiayai keperluan pemeliharaan pekuburan dan “abu” dari sipendiri Yayasan serta  keluarga keturunannya. Usaha yayasan semacam ini, biasanya terbatas pada usaha-usaha menyewakan rumah-rumah yang dijadikan harta yayasan, yang dipisahkan dari pemilikannya.


2) 
Yayasan yang didirikan oleh keluarga besar orang-orang Arab yang dinamakan Waqaf yang tunduk pada hukum Islam. Waqaf secara harfiah bermakna “menjadikan diam atau tidak berubah”. Maksudnya menjadikan sesuatu barang ditarik dari perdagangan. Barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan lagi dan untuk secara abadi hasilnya dipergunakan bagi tujuan-tujuan perorangan, keagamaan, atau tujuan-tujuan sosial. Dalam pengertian ini, barang tersebut tidak boleh diwariskan lagi. 

e.
Yayasan Gereja (KerlcStichting). 


Khusus untuk Yayasan Gereja, diatur dalam “Regeling van de rechtspositie  der kerk genootschappen” (Aturan tentang Perkumpulan Kegerejaan) berdasarkan “Koninkelijk Besluit” tanggal 29 Juni 1925, Stb. 1927 No.80,   Stb. 1927 No.156 juncto “Rechtspersoonlijk heid van verenigingen”   (Kebadan Hukuman dari Perkumpulan) berdasarkan Koninkelijk Besluit 28 Maret 1870, Stb.1870 No.64.





Berdasarkan ketentuan Stb. 1927 No.156, khusus bagi badan-hadan   kegerejaan untuk memperoleh status sebagai Yayasan yang berbentuk badan hukum harus dipenuhi persyaratan: 

· terlebih dahulu harus. mendapatkan pengesahan dari Gubernur Jenderal;   dan 

· 
terhadap badan hukum ini berlaku ketentuan Stb. 1870 No.64. 


Yayasan Keluarga dan Gereja ini pada umumnya merupakan bentuk yayasan yang didirikan seusai Perang Dunia ke-II.

4.
Alasan Pemilihan Judul 

     
Sehubungan dengan pendirian Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam pelaksanaanya bagi Yayasan di bidang Sosial tidak murni banyak disalahgunakan untuk tujuan mencari keuntungan dengan menggunakan fasilitas Yayasan, khususnya di bidang perpajakan dan kemudahan-kemudahan pendaftaran dan pengawasan, maka saya tertarik untuk mengambil judul Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat berdasarkan UndangUndang Yayasan. 
5.
Tujuan Penelitian 



Tujuan akademik untuk memenuhi salah satu persyaratan pada study tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. 



Sedangkan tujuan praktis berupaya untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi Yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, serta pertanggung jawaban pendiri/pengurus dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lalu lintas hukum di masyarakat. 

6.
Manfaat Pen1itian 



Diharapkan atas pemahaman yang benar tentang Yayasan para pendiri/pengurus Yayasan serta pihak-pihak yang terkait dapat menerapkan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan, sehingga terciptanya kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. 

7.
Metode Penelitian 



Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan bersifat terapan. Sifat preskriptif ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial dalam ilmu hukum, Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh ilmu-ilmu lain yang bukan ilmu hukum, walaupun obyek yang dipelajari sama-sama hukum, misal sosiologi hukum, antropologi hukum, filsafat hukum, psikologi hukum dan sebagainya. Oleh sebab itu, jenis penelitian ilmu hukumpun berbeda dengan penelitian non-hukum. 


a.
Tipe Penelitian. 



Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabannya tentang Yayasan Sebagai Entitas Hukum Privat Berdasarkan Undang-Undang Yayasan.Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan tipe “Penelitian Hukum Normatif”suatu penelitian yang bertumpu pada telaah yuridis normatif atas hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas. 





Dalam penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, dengan menggunakan proposisi-proposisi yang berkaitan, tidak dikenal adanya variabel bebas dan variabel terikat, hipotesa, populasi dan sampling, data dan teknik pengumpulan data, analisis data, baik dengan menggunakan penelitian kuantitatif maupun kualitatif. 


b.
Pendekatan Masalah. 




Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan doktrin/konsep (conseptual approach). 


Pendekatan perundang-undangan, dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas. Pendekatan doktrin atau konsep, dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiahnya, misal buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah dalam seminar dan sebagainya, serta intemet. 


c.
Bahan Hukum. 


Sebagai sumber dalam penelitian hukum normatif, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 



Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku (hukum positif) yang pembahasannya terkait dengan pokok masalah yang dibahas. Bahan hukum sekunder, berupa buku literatur,
jurnal hukum, intemet, makalah-makalah seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Dalam menggunakan bahan hukum, tidak dibatasi pada aturan hukum tertentu, melainkan sernua aturan hukum yang berkaitan. 


d.
Langkah-Langkah Kajian. 




Pertama-tama melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan menginventarisasi bahan hukum yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan. Kemudian bahan hukum diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum, dan disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. 




Untuk menganalisa bahan-bahan hukum digunakan metode deduksi yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan menemukan pemikiran atau ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada pokok masalah yang dibahas yang bersifat khusus. 




Untuk sampai pada jawaban permasalahan digunakan penafsiran sisternatis, yaitu penafsiran yang mendasarkan pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang Iainnya, pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
8.
Pertanggungjawaban Sistematika 


Berdasarkan rurnusan permasalahan dalam penulisan ini maka penulisan dibagi dalam 4 .(empat) Bab, sebagai tersebut di bawah ini.


Bab
I
PENDAHULUAN, yang mendeskripsikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penting mengapa kajian hukum ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan sebagai titik tolak kajian hukum ini, serta tujuan dan manfaat penelitian. 


Uraian tentang metode penelitian sebagai instrumen kajian apakah langkah-langkah kajian dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 


Bab II
YAYASAN SEBAGAI ENTITAS HUKUM PRIVAT. Pembahasan meliputi ciri-ciri yayasan sebagai entitas hukum privat diteruskan dengan yayasan sebagai badan hukum. 


Bab
III
KEWENANGAN BERTINDAK PENGURUS DAN PERTANGGUNGJAWABAN YAYASAN TERHADAP PIHAK KETIGA. Pembahasan meliputi kewenangan pengurus sebagai organ yayasan dalam menjalankan usahanya, dan tanggungjawab (akuntabilitas) pengurus dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pihak ketiga. 


Bab
IV
PENUTUP. Merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari bagian kesimpulan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah dan bagian saran sebagai sumbangan pemikiran masukan dalam khasanah hukum. 
BAB II 
KEDUDUKAN YAYASAN SEBAGAI 
ENTITAS HUKUM PRIVAT 


1.
Kedudukan Yayasan Dalam Masyarakat


Pembentukan Yayasan yang dilakukan oleh pemerintah (termasuk BUMN maupun BUMD), telah membawa konsekuensi hukum sebagian keuangan negara telah “dipisahkan” dalam arti dilepaskan pengawasannya untuk mendirikan yayasan tersebut. Keuangan negara yang “dipisahkan” atau “dilepaskan pengawasannya” tersebut bukan Iagi milik negara, karena itu negara tidak lagi memiliki kekuasaan secara nyata atas keuangan negara yang dipisahkan tersebut.



Demikian juga semestinya, yayasan yang didirikan oleh pemerintah ini, tidak boleh memanfaatkan fasilitas lembaga pemerintah maupun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga pemerintah. Hal ini bisa terjadi sebab kedudukan lembaga pemerintah sebagai pendiri yayasan, pada umumnya diwakili oleh pejabat lembaga pemerintah tersebut baik secara ex-officio maupun secara pribadi, yang rentan untuk menggunakan kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada dirinya guna dimanfaatkan untuk memupuk kekayaan yayasan. Disamping itu tidak jarang yayasan yang didirikan oleh pihak swasta, ditengarai tidak lagi bertujuan sosial tetapi berubah arah menjadi bertujuan komersial. 


Hal-hal tersebut kiranya perlu mendapat perhatian, apabila kita ingin menempatkan yayasan sebagai entitas hukum privat. Dalam lalu lintas hukum sehari-hari, yayasan sudah diperlakukan sebagai entitas hukum privat (legal entity) artinya diperlukan sebagai satu kesatuan yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum, yang berarti sebagai subyek hukum mandiri seperti halnya subyek hukum orang, secara teoritis dalam kenyataannya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan/penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur, didirikan dengan akta notaris.



Ciri yang demikian ini cocok dengan ciri-ciri badan hukum pada umumnya, yaitu adanya pemisahan kekayaan, ada-nya tujuan tententu, adanya kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur. 

2. 
Ciri-Ciri Yayasan Sebagai Entitas Hukum


Berdasarkan hukum, kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat (sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan), maka oleh Sri Rejeki Hartono dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum yakni sebagai berikut :

a. 
Keberadaan yayasan sebagai entitas hukum di negara kita (Indonesia), belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. 
Pengakuan yayasan sebagai badan hukum, belum ada dasar hukum yuridis  yang tegas; 

c. 
Pembentukan yayasan dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri dengan tujuan tidak mencari keuntungan, melainkan bertujuan sosial, keagamaan, kernanusiaan, atau tujuan idiil lainnya; 

d. 
Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan Surat Keputusan Pejabat yang bersangkutan dengan pendirian Yayasan; 

e. 
Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan; 

f. 
Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya; 

g. 
Yayasan diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyandang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat; 

h. 
Pengadilan dapat membubarkan yayasan, apabila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum, yayasan dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit. 

Dengan adanya Undang-Undang Yayasan dan mengacu pada uraian tersebut di   atas dapat disimpulkan bahwa yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat,  hal ini berarti diakui sebagai subyek hukum mandiri yang terlepas dari     kedudukan subyek hukum para pendiri atau pengurusnya. Yayasan sebagai 
subyek hukum mandiri berarti yayasan dapat menjadi debitur maupun kreditur,   atau yayasan dapat melakukan hubungan apapun dengan pihak ketiga. 

3. 
Yayasan Sebagai Badan Hukum 


Kapan yayasan menjadi badan hukum. Undang-Undang Yayasan menggunakan sistem konsesi (concessie system), yaitu suatu sistem yang menyatakan persyaratan pendirian suatu organisasi hanya memperoleh status badan hukum setelah diperoleh pengesahan dari penguasa. Sistem ini, akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan. Hal ini, diatur dalam Pasal II Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan sebagai berikut: 


(1) 
Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (2) telah memperoleh pengesahan dari Menteri. 


(2) 
Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. 


(3) 
Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam Jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. 


(4) 
Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 

(5) 
Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampai kan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. 


(6) 
Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

Yayasan yang memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  (disingkat Menkeh Ham). Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, dimana sebelum ada perubahan undang-undang yayasan, semula wewenang pengesahan ini didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Ka Kanwil Depkeh Ham), yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kedudukan (domisili) yayasan tersebut. Dengan dicabutnya pendelegasian wewenang tersebut maka problema implikasi birokrasi yang cukup lama dapat dihindari. 


Hal ini dapat dilihat dan proses permohonan pengesahan yang harus diajukan kepada Menkeh Ham, kemudian didelegasikan kepada Ka Kanwil Depkeh Ham yang melipuli wilayah hukum domsili yayasan, yang tentunya memakan waktu yang lama. Padahal dalam Pasal 12 Undang-Undang Yayasan menegaskan penyelesaian permohonan itu ditentukan 30 hari sejak tanggal permohonan diterima lengkap. Demikian juga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menetapkan, Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilan. Kemungkinan, ini bisa terjadi nama yayasan kembar jika tidak ada koordinasi yang baik antara Depkeh Ham dengan Kanwil Depkeh Ham untuk pengesahannya yang tidak didukung oleh sistem software yang on line. 


Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, mengatur kemungkinan yayasan didirikan berdasarkan surat wasiat. Surat wasiat ini, berarti surat wasiat terbuka yang dibuat oleh Notaris Indonesia, dan bukan surat wasiat olografis atau surat wasiat rahasia yang dibuat di bawah tangan dan disimpan oleh Notaris dengan acte van depo (akta penyimpanan). Pendirian yayasan ini berbeda pendirian perseroan terbatas (PT). Pendirian yayasan adalah perbuatan hukum sepihak meskipun didirikan oleh lebih dari satu orang, sedangkan pendirian perseroan terbatas (PT) merupakan perjanjian antara para pendiri. 



Dengan adanya Undang-Undang Yayasan, keberadaan yayasan sebagai entitas hukum privat tidak diragukan lagi dimana Yayasan pada hakekatnya adalah kekayaan yang dipisahkan, yang oleh undang-undang diberi status badan hukum, seperti halnya orang namun bukan orang sungguhan sehingga diperlu-kan organ yayasan, agar yayasan dapat berfungsi seperti orang sungguhan.



Sebelum adanya undang-undang yayasan, yayasan hanya mempunyai organ wajib yang dinamakan pengurus (besluur) sedangkan organ yang mempunyai fungsi pengawasan, hanya bersifat fakultatif Demikian pula dengan pendiri yayasan hanya berfungsi sesaat saja, yaitu pada saat mendirikan yayasan, sekalipun kadang-kadang juga membentuk badan pendiri yang berfungsi sebagai badan tertinggi yayasan. Organ yayasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan terdiri dan Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 22 Undang-Undang Yayasan). “Analog” dengan hukum PT, kedudukan Dewan Pembina itu sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengawas itu sama dengan Komisaris, dan Pengurus itu sama dengan Direksi. Kekayaan yang dipisahkan itu, bagi yayasan diperuntukkan bagi pencapaian tujuan tertentu di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan. Dengan demikian yayasan pada hakekatnya adalah: 


a.
harta kekayaan yang dipisahkan; 


b.
harta kekayaan tersebut diberi status badan hukum; 


c. 
keberadaannya untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 


Secara teoritis yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau oleh dua orang atau lebih dari orang, dan tidak mempunyai anggota (semacam pemegang saham dalam PT), serta keberadaannya semata-mata diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian semua kegiatan yayasan harus diabdikan kepada pencapaian tujuan tersebut, bahkan disebutkan yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan). 



Seperti halnya badan hukum korporasi (PT), Yayasan ini masih dimungkinkan mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan (investasi) pada badan usaha lain yang prospektif dengan ketentuan batas maksimum seluruh penyertaannya sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Namun, yayasan berbeda dengan PT, karena PT memang nyata-nyata bertujuan mencari keuntungan (profit oriented), atau merupakan asosiasi modal, yang nantinya akan membagi keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk deviden. Sebaliknya pada Yayasan yang tujuannya tidak mencari keuntungan (non profit oriented), maka keuntungannya yang dihasilkan dan usaha yayasan, digunakan sebagai instrumen guna mencapai tujuan yang bersifat sosial idiil, sehingga tidak boleh dibagikan kepada organ yayasan. 

 

Operasionalisasi suatu yayasan, sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan 
Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan. Dalam pembentukan Anggaran 
Dasar Yayasan tersebut harus berpedoman pada ketentuan karakteristik yayasan sebagai badan hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Yayasan (pengesahan, maksud dan tujuan yayasan). 



Dalam mengefektifkan Undang-Undang Yayasan, digunakan 2 metode yaitu metode kuratif dan metode preventif. Metode kuratif, mengharuskan semua yayasan yang telah berdiri sebelum tanggal berlaku efektif Undang-Undang Yayasan, harus menyesuaikan diri, terutama penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Dalam kaitan ini ada dua tanggal penting (cut off date) yaitu tanggal efektif (6 Agustus 2002), dan batas akhir penyesuaian (6 Agustus 2007), yaitu lima tahun setelah tanggal efektif. Adapun konsekuensi penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, bahwa setiap yayasan lama dengan serta merta menjadi milik publik sesuai peruntukan pendiriannya, serta konsekuensi teknisnya, seluruh kekayaan yayasan hanya dapat dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 



Dengan cara ini, yayasan lama yang diduga telah didirikan atau dipergunakan guna menutupi keberadaan dana ilegal dan atau telah melakukan pengoperasian dana secara ilegal dipaksa untuk “menyerahkan” asetnya menjadi milik publik. Pada saat yang sama, kekuasaan dan pengaruh organ yayasan atas aset yang sebelumnya berlangsung dan praktek tidak normal menjadi putus. Metode kuratif ini sangat keras, namun mengingat tanggal batas akhir penyesuaian yayasan cukup lama (5tahun), maka dikhawatirkan tidak akan dapat ”menjerat” yayasan-yayasan yang diduga telah menyimpang. 



Sedangkan metode preventif dengan membuat ketentuan-ketentuan yang tidak diizinkan, atau setidak-tidaknya mempersulit terjadinya penyalahgunaan yayasan oleh organ yayasan. Undang-Undang Yayasan mengatur pembatasan-pembatasan terhadap yayasan baik berupa pengekangan kebebasan maupun akuntabilitas. Pembatasan tersebut meliputi dua hal, yaitu pembatasan terhadap aset dan pembatasan terhadap organ yayasan. 


Pembatasan terhadap aset yayasan diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Yayasan yang mengatur sebagai berikut: 


Pasal 5 


(1) 
Kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak Iangsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 


(2) 
Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan: 



a. 
bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan 



b. 
melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 


(3) 
Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimakud pada ayal (2) ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. 

Pasal 6 

Yayasan wajib membayar sega/a biaya a/au ongkos yang dikeluar oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas yayasan. 
Ketentuan ini, dinilai oleh para pihak tidak rasional, meskipun dapat dipahami maksud dan ketentuan tersebut untuk menghindari penyalahgunaan atau perongrongan kekayaan yayasan oleh organ yayasan. 


Sedangkan pembatasan terhadap organ yayasan, antara lain diatur dalam Pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Yayasan, sebagai berikut: 


Pasal 37 

(1) 
Pengurus tidak berwenang: 



1.
 mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; 



2.
mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan 



3. 
membebani kekayaan Yayasan untuk kepenlingan pihak lain. 


(2) 
Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan. 

Pasal 38 

(1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. 


(2) 
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. 

Pasal 39 

(1) 
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggungrenteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 


(3) 
Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun. 

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka pembatasan terhadap organ yayasan, antara lain ialah: 

a. 
Larangan-larangan mengikat yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan yayasan, membebani yayasan untuk kepentingan pihak lain; 
b. 
Larangan mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi; 
c. 
Menerapkan. beban pembuktian terbalik kepada Pengurus dalam hal kepailitan yayasan.



Jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan, Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa .untuk perbuatan hukum tertentu, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dan Pembina dan/atau Pengawas misalnya untuk menjaminkan kekayaan Yayasan untuk membangun sekolah atau rumah sakit. 


Pasal 13A Undang-Undang Yayasan menegaskan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pegurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggungjawab Pengurus secara tanggung renteng. 
BAB III 
KEWENANGAN BERTINDAK PENGURUS DAN                            
PERTANGGUNGJAWABAN YAYASAN 
TERHADAP PIHAK KETIGA 


1. 
Motivasi Pembentukan Badan Hukum 


Salah satu motivasi pembentukan badan hukum, antara lain terletak pada “pertanggungjawabannya” yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayayaan badan hukum dianggap sama sekali terpisah dari harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan hukum semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan hukum tersebut, dan tidak akan sampai dipertanggungjawabkan pada harta kekayaan. pribadi para.. perorangan yang tergabung di dalamnya. 


Motivasi lain antara lain didasarkan agar lebih terjamin kontinuitas badan hukum tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam badan hukum terkandung pengertian, pada asasnya dipisahkan kaitan antara badan hukum dengan orang perorang yang tergabung di dalamnya. Pengertian badan hukum,
 tiadalah lain suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia, namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dan hak dan kewajiban seperti seorang manusia. Keluarnya atau pelepasan diri atau ketidak cakapan atas orang-orang yang tergabung dalam badan hukum tersebut, tidak menghalang-halangi kelangsungan adanya badan hukum yang bersangkutan. 



Oleh karena itu, badan hukum dianggap mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat turut serta dalam lalu lintas hukum. Sudah barang tentu, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai suatu badan, tidak dapat bertindak sendiri melainkan harus diwakili oleh para pengurusnya. 



Dimungkinkan pula, pembentukan badan-badan hukum didasarkan atas motif-motif lain, misal; di bidang perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemungutan pajak berlaku sistem progresif. Artinya, pada asasnya semakin besar pendapatan seseorang makin besar pula prosentase yang akan dikenakan pajak. Sedang pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap perorangan serta badan-badan atau perseroan-perseroan yang tidak mengeluarkan saham. Dengan demikian bagi mereka yang berusaha dalam bentuk Firma, CV, atau Yayasan (badan hukum) terhadap penghasilannya dikenakan pajak dalam bentuk Pajak Penghasilan. 



Menurut ProfRochmat Soemitro
 dalam keadaan tertentu suatu Yayasan tidak luput dari pengenaan pajak, manakala Yayasan melakukan “perusahaan” yaitu dikenakakan Pajak Penghasilan (PPh Ps 25) atas keuntungan yang diperolehnya. Dalam yayasan yang menjalankan perusahaan dalam hal ini adanya organisasi tehnis, dengan mana dilakukan secara teratur pekerjaan-pekerjaan  di lapangan  ekonomi  dan  sosial,  yang tidak semata-mata melayani kepentingan umum. Apakah suatu badan dapat dianggap menjalankan perusahaan yang melayani kepentingan umum, tidak dilihat kepada tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya melainkan harus dilihat secara riil atas kegiatan badan tersebut. Jika usaha yang dilakukan memang untuk kepentingan umum, tetapi disamping itu juga ada untuk kepentingan lain, misal “melakukan usaha mendapat keuntungan yang agak melebihi keperluan melayani kepentingan umum”, maka tidaklah dapat dikatakan semata-mata untuk kepentingan umum, maka karenanya pembebasan pajak tidak dapat diberikan. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan melayani umum, misalnya usaha-usaha untuk memberikan jaminan sosial buruh seperti jaminan sakit, hamil, bersalin, dan meninggal dunia, atau mendirikan rumah sakit, sekolah atau sejenisnya. Kepentingan itu tidak boleh hanya untuk segolongan masyarakat, atau anggota perkumpulan tertentu tetapi harus umum dan terbuka bagi semua orang dengan tidak memandang warna kulit, agama, suku, ras, atau bangsa. 

2.
Kewenangan Pengurus dan Pertanggungjawaban Yayasan 


Dengan diakuinya yayasan sebagai suatu badan hukum, maka timbul masalah mengenai kewenangan bertindak para pengurusnya serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu “legal entity” atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurusnya terhadap pihak ketiga. 



Yayasan sebagai legal entity diwakili oleh pengurusnya. 


Mengenai hal ini perlu dibicarakan 2 (dua) hal, yaitu mengenai : 


1.) 
kuasaan pengurus untuk mewakili guna bertindak untuk dan atas nama yayasan; 


2) 
kewenangan mewakili atau kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan dan pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya. 


a. 
Kekuasaan pengurus untuk bertindak untuk dan atas nama Yayasan. 



Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus termasuk untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun dalam rangka pertanggungjawaban tugasnya pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina, baik mengenai keadaan keuangan maupun perkembangan kegiatan yayasan yang akan dicapai, tentu tergantung dan bagaimana untuk melaksanakan kepengurusannya. 



Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Yayasan, sebagai berikut: 



(2) 
Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawah untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. 



(5) 
Setiap Pengurus bertanggungjawah penuh secara prihadi apa-bila yang bersangkutan dalam, menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. 


Dengan demikian, pengurus menjalankan apa yang di dalam kepustakaan dikenal sebagai perwakilan statuter yaitu perwakilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar. Permasalahan pokok dalam hal perwakilan statuter oleh pengurus badan hukum termasuk yayasan, ialah masalah sejauh mana keterikatan yayasan sebagai suatu badan hukum terhadap tindakan para pengurusnya yang bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya, yaitu melampaui batas kewenangan bertindaknya pengurus sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasarnya. 



Tugas dan kewenangan kepengurusan meliputi semua jenis perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Melalui pengurus selaku wakilnya, yayasan dimungkinkan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dan untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian bahwa “maksud dan tujuan yayasan merupakan sumber kewenangan bertindak pengurus dalam mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan”. 


Batas kecakapan bertindak ialah sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Hal ini berarti yayasan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dikenal dengan perbuatan ultra vires, yang .pada dasarnya merupakan perbuatan batal demi hukum dan karena itu tidak mengikat yayasan. Dalam praktek tidak mudah memastikan untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan ultra vires. Untuk itu, diperlukan adanya penafsiran atas rumusan maksud dan tujuan yayasan. 



Disamping berpedoman pada pengertian yang lazim menurut kebiasaan, harus juga memperhatikan sejauh mana perbuatan itu menunjang kegiatan yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Perbuatan yang dapat menunjang kegiatan usaha yayasan merupakan perbuatan yang tercakup dalam maksud dan. tujuan. yayasan, dan karena itu merupakan perbuatan intra vires. 
b. 
Pertanggungjawaban Pengurus berkenaan dengan perbuatan Ultra Vires. 


Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Yayasan, maka apabila yayasan mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan ultra vires, maka Anggota Pengurus yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian tersebut, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian tersebut, baik terhadap yayasan maupun terhadap pihak ketiga. 



Batas-batas kewenangan pengurus yayasan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan dapat diatur dalam anggaran dasar yayasan. Batas-batas kewenangan pengurus yayasan dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Yayasan, adalah: 


a. 
Sesuai dengan maksud dan. tujuan yayasan yang bukan komersiil, maka Pasal 37 Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Pengurus tidak berwenang: 



1)
mengikat yayasan sebagai penjamin hutang; 



2) 
mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan. persetujuan pembina; dan 



3) 
membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain. 


b. 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Yayasang inenetapkan bahwa Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan, apabila: 



1) 
terjadi perkara di depan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan; dan 



2) 
anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. 



Dalam ayat (2), menetapkan bahwa dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar. 


c. 
Guna memastikan bahwa pengurus selalu menjaga kepentingan dan mengupayakan pencapaian maksud dan tujuan yayasan, Pasal 38 Undang-Undang Yayasan menetapkan sebagai berikut: 



1) 
Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina pengurus, dan/atau bekerja pada yayasan; 



2) 
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. 



Bentuk tanggungjawab secara tanggung renteng ditetapkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Yayasan. Penggunaan tanggungjawab secara tanggung renteng dilakukan jika terjadi kepailitan. Dalam hal kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus atau pengawas dalam melakukan tugas kepengurusan atau pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota pengurus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Namun, anggota pengurus atau anggota pengawas diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dengan demikian Pasal 36 Undang-Undang Yayasan menerapkan sistem pembuktian terbalik. 




Pasal 39 Undang-Undang Yayasan ini, mengatur tangggungjawab Pengurus yang terdiri dari dua kategoni yakni kategori dalam hal kepailitan yang termuat dalam ayat (1) dan ayat (2), dan kategori kedua dalam hal umum sebagaimana termuat dalam ayat (3). 




Sistem pembuktian terbalik ditegaskan oleh ayat (2) dan secara tegas pula ayat (2) membuat rujukan kepada ayat (1) yang berarti bahwa ayat (2) menegaskan hubungan positif antara ayat (1) dan ayat (2) dalam hal hendak diterapkan sistem pembuktian terbalik. 




Dengan demikian setiap anggota pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) harus membuktikan bahwa dirinya untuk masing-masing tidak turut menyebabkan kepailitan yayasan Kalau upaya pembuktian terbalik tidak berhasil maka anggota-anggota pengurus bertanggunggugat secara renteng sehingga anggota pengurus bertanggungjawab atas harta pribadi-nya untuk menutup kerugian. 




Undang-Undang Yayasan juga memberikan ketentuan tentang “black list” terhadap seseorang yang tidak dapat diangkat menjadi pengurus/ pengawas yayasan manapun jika seseorang ini sebagai anggota pengurus/ pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan/ pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan black list berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. 




Penggunaan tanggungjawab secara tanggung renteng, juga dilakukan terhadap pengurus dan pengawas, apabila dokumen laporan tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan pengawas ternyata tidak benar dan menyesatkan, vide Pasal 51 Undang-Undang Yayasan. Tanggungjawab secara renteng ini terhadap pihak yang dirugikan, yaitu yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau negara. 

BAB IV

P E N U T U P

1. 
Kesimpulan 

A. Yayasan pertama kali dikenal di negara Belanda sebagai lembaga yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang idiil, khususnya untuk tujuan sosial dan bersifat tidak komersiil. Di Indonesia, lembaga ini sejak pemerintahan Hindia Belanda telah tumbuh dan berkembang yang lebih dikenal dengan nama “Siichting”. Fenomena yang timbul dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan pribadi, maupun sekelompok orang. Misal, pada era orde baru berdiri Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharmais, dan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pansacila, yang kesemuanya dikendalikan oleh mantan Presiden Soeharto, yang di.tengarai sebagai sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 


Atas fenomena yang demikian ini, maka pemerintah era reformasi menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, untuk penertiban dan kepastian hukum Yayasan, yang semula tidak diatur dalam Undang-Undang melainkan diatur oleh kebiasaan dan yurisprudensi. Namun dalam perkembangannya, undang-undang tersebut masih banyak menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga diadakan perubahan (amandemen) atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kedua undang-undang ini menjadi satu kesatuan sebagai Undang-Undang Yayasan. 

B. 
Yayasan adalah entitas hukum privat yang lahirnya setelah memperoleh pengesahan dan pemerintah (Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagai asas publisitas. Dengan pengesahan tersebut, yayasan dapat bertindak secara mandiri dengan melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak lain dalam lalu lintas hukum, dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan, yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam melakukan hubungan hukum tersebut, yayasan diwakili oleh pengurus yayasan. 


Pengurus yayasan sebagai organ yayasan akan bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan ultra vires, serta kemungkinan adanya tanggungjawab secara tanggungrenteng diantara anggota pengurus, atau pengurus dan pengawas dalam hal adanya kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. 


Jika anggota pengurus atau anggota pengawas yayasan, tidak merasa bersalah atas kerugian yayasan tersebut, kepadanya masing-masing dapat mengajukan sanggahan dengan kewajiban dapat membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah. Undang-undang menerapkan sitem pembuktian terbalik. Jika terbukti tidak bersalah, maka ia tidak bertanggungjawab secara tanggungrenteng. 

2. 
Saran 

A. 
Mengingat lembaga Yayasan ini sudah hidup lama dalam praktek di masyarakat, yang diatur dalam kebiasaan dan yurisprudensi, maka meskipun Undang-Undang Yayasan yang baru sudah harus berlaku secara efektif dan berakhir pada tanggal 6 Agustus 2005, yang berarti saat ini diharapkan seluruh Yayasan yang telah ada harus diadakan pembaharuan disesuaikan dengan ketentuan undang-undang. 

B. Yayasan yang didirikan sebelum adanya undang-undang yayasan, didirikan cukup dengan akta notariil dan didaftarkan ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat dan tidak melalui proses pengesahan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu kiranya pihak pemerintah terkait, yakni Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di daerah, melakukan pendataan kembali dengan meminta data-data pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya. Agar dapat dicegah praktek-praktek penyimpangan maksud dan tujuan yayasan. Narnun kenyataannya, masih banyak yayasan-yayasan yang belum melakukan pembaharuan dan penyesuaian sesuai ketentuan undang-undang.
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